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ABSTRAK 
Nama  : Mustakim 
NIM  : 30600113042 
Judul  :Peran Pemerintah terhadap perkembangan organisasi   
kepemudaan di Desa Belabori 
 
Penelitian ini membahas bagaimana peran pemerintah Desa Belabori 
terhadap perkembangan Organisasi Kepemudaan di DesaBelabori Sejarah bangsa 
Indonesia membuktikan bahwa peran kaum muda sangat signifikan dalam 
memajukan bangsa Indonesia, sebagaimana tercatat dalam beberapa estafe 
kesejarahan pembaharuan kebangsaan, sebutlah diantaranya rentetan gerakan 
kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1996. Itu membuktikan 
bahwa masa depan bangsa ada ditangan generasi muda selanjutnya, 
berkembangnya suatu organisasi kepemudaan tidak terlepas dari peran pemerintah 
Daerah untuk berkembanganya organisasi kepemuduan di wilayah tersebut, 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dianalisis dengan analisis deskriptif, 
data dikumpulkan dengan teknik triangulasi serta menggunakan teori peran dan 
teori partisipasi, 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Belabori 
terhadap pembinaan orgnisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori adapun 
peran pemerintah desa tersebut :1.Pembinaan Pemerintah Desa merupakan 
pemegang kendali berbagai potensi Desa yang kemudian dipresentasikan di 
tingkat Desaa Sebagai pemegang kendali atas peningkatan prestasi generasi muda 
sangat diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi dan membina organisasi 
kepemudaan.2 pendanaan Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling 
dibutuhkan setiap individu maupun kelompok tidal lepas dari namanya uang. 
Peranan uang sangat penting dalam suatu organisasi kepemudaaan. Karena jika 
tidak ada uang maka otomatis kegiatan rutin organisai pun tidak bias 
terlaksana.Maka dari itu sudah menjadi tugas pemeintah Desa Belabori untuk 
memecahkan persoalan dana 3.Pengawasan adalah proses pengamatan dari 
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 
yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Desa Belabori dalam 
pemberdayaan Organisasi Kepemuduan Di Desa Belabori, Faktor Pendukung 
sebagai berikut : 1 tingginya semangat mengembangkan organisasi di Daerah 
meraka , pemuda yang ada di desa belabori ingin membuka wadah untuk pemuda 
dapat berkreasi didalamnya 2. Dukungan pemerintah desa belabori Pemerintah 
Desa Belabori memang masih memiliki kekurangan dalam hal pemberdayaan 
organisasi kepemudaan, namun pemerintah Desa Belabori memiliki semangat 
yang tinggi dalam berfikir dan bekerja untuk memecahkan masalah-masalah yang 
terjadi tersebut,  adapun factor penghambat adalah persoalan anggaran, yang 
terbatas, sedikit banyaknya mempengaruhi berkembangnya organisasi 
kepemudaan di Desa Belabari. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa peran kaum muda sangat 
signifikan dalam memajukan bangsa Indonesia, sebagaimana tercatat dalam 
beberapa estafe kesejarahan pembaharuan kebangsaan, sebutlah diantaranya 
rentetan gerakan kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1996. Itu 
membuktikan bahwa masa depan bangsa ada ditangan generasi muda  
selanjutnya, 1Makhadi dalam Jurnal Piramida menyebutkan bahwa pemuda adalah 
harapan bangsa. Kedepan mereka yang akan menahkodai bangsa ini  
Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, kaum 
muda Indonesia adalah masa depan bangsa, Karena itu setiap pemuda Indonesia, 
baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan 
pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa 
Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan 
kedaulatan bangsa2 
Generasi muda pada semua zaman dan tempat memegang peranan yang 
signifikan.Tak heran apabila kemudian generasi muda menjadi pilar dari kokoh 
tidaknya sebuah Negara. Dinamika yang ada memberikan gambaran bahwa 
                                                          
1 Armin Mustamin Toputiri, Atas Nama Regenerasi: Pemuda dan Masa Depan 
Pembangunan Sulawesi Selatan, Cetakan Pertama, (Makassar: toACCAe Publishing, 2004) hlm 9 
2 Ajuan Ritonga, Erlina, dan Supriadi, Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan 
PertanianLahanPangan Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, JurnalPertanianTropik, 
Vol. 2, No.3. Desember 2015, h. 312 
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generasi muda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan perubahan dan 
proses pembangunan yang ada. Sejak era Pergerakan Nasional hingga Orde 
Reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus 
memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, 
dalam konteks pembaruan dan pembangunanbangsa.3 
Pembangunan di bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak 
terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat 
Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya 
manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah 
satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sektor 
pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap 
sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan 
kehidupan bangsa di masa depan. konsisten menegakkan prinsip al-amar bil-
ma’ruf wan-nahyu anil munkar 
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran/3: 104: 
ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ã ô‰tƒ ’ n<Î) Îö sƒø: $# tβρã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì s3Ψßϑø9 $# 4 
y7 Í×¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=øßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar [217]; merekalah orang-orang yang beruntung. 
                                                          
3 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 
Kepentingan, (Gowa: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 276 
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Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan 
munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Di dalam 
ayat lain juga Allah Swt ber Firman dalam QS. Ali Imran/3: 110: 
öΝçGΖä. uö yz >π ¨Βé& ôM y_ Ì÷zé& Ä¨$¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? Å∃ρã÷èyϑø9 $ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ì x6Ζßϑø9 $# 
tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ#u ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# tβ% s3s9 #Zö yz Νßγ ©9 4 ãΝßγ÷ΖÏiΒ šχθ ãΨÏΒ÷σßϑø9 $# 
ãΝèδ çsYò2r& uρ tβθà)Å¡≈ xø9 $# ∩⊇⊇⊃∪    
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah”4.  
Ayat ini memberi pesan bahwa tugas utama manusia diciptakan Tuhan 
dibumi untuk melakukan emansipasi pada dimensi yang paling esensial dalam diri 
manusia, lebih khusus lagi dalam dimensi kesadaran dan pencerahan5 
Akan tetapi, harus disadari bahwa pada konteks tertentu generasi muda 
tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, namun membutuhkan stimulasi agar arah 
geraknya dapat berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisi 
generasi muda memiliki semangat yang menggelora untuk melakukan berbagai 
aktifitas positif bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain terdapat berbagai 
                                                          
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta, Duta Surya 2011), h. 80 
5Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, Historisitas, Kontekstualitas, dan Integrasi 
Keilmuan dalam Ilmu Politik, ( Gowa, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 
2015),h. 12 
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godaan yang dapat mengendorkan dan membelokkan tujuan yang telah 
dirumuskan ke arah yang tidak baik .Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya 
pemberdayaan generasi muda secara terus menerus dalam kerangka pembangunan 
daerah maupun nasional. 
Maka untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan wadah maupun 
sarana dan prasaran kepada generasi muda untuk mengembangkan diri,salah satu 
wadah yang tepat agar generasi muda dapat menyalurkan kreatifitas dan 
mengembangkan diri yang diharapkan dapat berguna bagi bangsa yakni melaui 
organisasi kepemudaan.Organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai 
suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelolah berbagai dan 
rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. 
Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (human 
being) yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang 
bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (performance) organisasi yang 
bersangkutan banyak tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam 
organisasi tersebut.6 
Organisasi kepemudaan sendiri diartikan sebagai lembaga yang 
menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah 
yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik 
untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi kepemudaan harus 
                                                          
6 Wahyu Ishardino Satries, Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat, 
(Jurnal FISIP: Madani, Vol.9, No. 01 I/Mei 2009) 
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diberikan kesempatan untuk berkembang dalam mewujudkan peran aktualnya, 
tetapi peran dan eksistensi generasi muda sangat tergantung pada independensi 
organisasi serta profesionalisme pengelolaan organisasi, untuk menuju pada 
organisasi yang otonom dan demokratis. Berangkat dari kesadaran akan 
pentingnya posisi, peranan dan potensi generasi muda dalam perjalanan sejarah 
perjuangan bangsa, maka pemberdayaan generasi muda melaui organisasi 
kepemudaan haruslah diartikan sebagai keseluruhan upaya pendidikan politik baik 
secara sadar, berencana, terarah, teratur, berkesinambungan dan 
bertanggungjawab.7 
Pada pra penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta dilapangan 
bahwa pemberdayaan organisasi kepemudaaan yang dilakukan pemerintah desa 
Belaori masih belum terlalu maksimal hal ini ditandai oleh adanya laporan dan 
keluhan dari berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori tentang 
kurangnya kepedulian pemerintah desa terhadap organisasi kepemudaaan di Desa 
Belabori baik dalam hal moral maupunmoril. 
 Pemerintah Desa Belabori harus memberikan kepedulian yang lebih 
terhadap pemberdayaan organisasi kepemudan yang ada di Desa agar nantinya 
pemuda yang berada di kawasan Desa Belabori mempunyai wadah yang baik 
untuk mereka berkumpul di dalamnya, Tujuan dari Pemberdayaan wadah tersebut 
agar pemuda yang berada di Desa Belabori tidak terjerumus dalam pergaulan yang 
menyimpang seperti meminum minuman keras dan balapan liar .  
                                                          
7 Wahyu Ishardino Satries, Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat, 
(Jurnal FISIP: Madani, Vol.9, No. 01 I/Mei 2009) 
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Memahami pentingnya organisasi kepemudaan serta pentingnya peran 
pemerintah Desa Belabori dalam hal ini Dispaspor dalam memberdayakan 
organisasi kepemudaan, maka keinginan penulis untuk mengidentifikasii lebih 
jauh mengenai masalah pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa Belabori 
dengan mengangkat judul penelitian ”Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan 
Organisasi Kepemudaan Di Desa Belabori 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian dengan tujuan untuk 
memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, 
peneliti memfokuskan penelitian pada Peran Pemerintah Desa terhadap 
Perkembangan Organisasi Kepemudaan di Desa Belabori  
b. Deskripsi Fokus  
Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul diatas, dapat 
dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi 
pendekatan, dari segi Peran Pemerintah terhadap pemberdayaan 
Organiasasi Kepemudaan di Desa Belabori maka penulis memberikan 
deskripsi fokus yaitu: pemberdayaan terhadap organiasasi kepemudaan 
yang ada di desa Belabori  belum berjalan dengan baik 
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C. Rumusan Masalah 
Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa peran pemerintah Desa 
Belabori dalam memberdayakan organisasi kepemudaan di Desa Belabori belum 
bisa dikatakan berhasil. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang 
menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Belabori terhadap pemberdayaan 
organisasi kepemudaan di Desa Belabori ? 
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemerintah Desa Belabori dalam 
Pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa Belabori ? 
D. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
 
Adapun yang menjadi tujuan dalam malakukan penelitian ini adalah: 
 
a. Untuk mendeskripsikan peranan Pemerintah Desa Belabori dalam 
pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa Belabori. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 
menghambat peran Pemerintah Desa Belabori dalam 
memberdayakan organisasi kepemudaan di  Desa Belabori 
2. Kegunaan Penelitian 
      Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 
 
a. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi 
masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah 
Desa Belabori. 
b. Manfaat Akademis, dapat memberikan tambahan teori/ literatur 
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dalam studi pemberdayaan masyarakat melalui organisasi 
Kepemudaan dengan singkronisasinya terhadap penyelenggaraan 
otonomi daerah. 
c. Kegunaan Metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat 
menjadikan sebuah dorongan moril dalam penelitian selanjutnya 
mengenai pembahasan yang serupa tentunya. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan sebuah 
tinjauan dari beberapa referensi untuk memastikan bahwa penelitian yang akan 
dilakukan adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya sehingga tidak dilakukan sebuah penelitian yang sama dan tidak 
mengulang penelitian yang sama 
Tabel 1.1 
Tinjauan Karya Terdahulu 
NO NAMA JUDUL JENIS 
PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN PERBEDAAN 
1. Amrin Perilaku 
Politik kaum 
Muda dalam 
Pemilihan 
Legislatif Di 
Desa Rato 
Kecamatan 
Lambu 
Kabupaten 
Bima Tahun 
2014 
Kualitatif 
Dalam penelitiannya 
ditemukan bahwa pilihan 
politik kaum muda, ikut 
berpartisipasi dalam proses 
sosialisasi untuk 
mendapatkan informasi, di 
dalam beberapa perilaku 
Perbedaan penelitian 
yang dilakukan Amrin 
dengan penelitian yang 
akan dilakukan yaitu 
Penelitian yang 
dilakukan oleh Amrin 
menfokuskan pada 
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politik idealis, kritis dan 
pragmatis, untuk 
menentukan lima tahun 
kedepan. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi 
perilaku politik kaum muda 
dalam pemilihan legislatif di 
Desa Rato Kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima 
Tahun 2014, yaitu 
disebabkan oleh proses 
sosialisasi politik, faktor 
figur, faktor kultur, faktor 
kekuasaan dan faktor 
ekonomi8 
 
perilaku politik kaum 
muda dalam pemilihan 
legislatif, sedangkan 
penelitian yang 
dilakukan di fokuskan 
pada peran Pemerintah 
Desa Belabori terhadap 
Perkembagan 
Organisasi 
Kepemudaan. 
 
2. Astatia 
Damaiska 
 
Analisis 
Pemberdayaan 
Organisasi 
Nasional yang 
Bersekretariat 
di DKI Jakarta 
Pasca 
Terbitnya 
Undang-
Undang 
Kualitatif 
hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa 
pemberdayaan belum 
berhasil dan membutuhkan 
Pembeda antara 
penelitian yang 
dilakukan oleh Astatia 
Damaiska dengan 
                                                          
8 Amrin, Perilaku Politik kaum Muda dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Rato 
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2014, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016 
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Kepemudaan 
Nomor 40 
Tahun 2009 
peninjauan kembali terkait 
peraturan undang-undang 
kepemudaan. Hal ini 
disebabkan sosialisasi 
peraturan yang belum 
merata dan tingginya 
penolakan peraturan 
pembatasan usia pemuda; 
rendahnya koordinasi 
kemitraan stratgis; 
minimnya ikatan yang 
terjalin antara organisasi 
kepemudaan nasional 
dengan Kemempora; serta 
bantuan dana untuk program 
kerja organisasi 
kepemudaan nasional yang 
dianggap masih belum 
memadai9 
 
penelitian yang akan 
dilakukan yaitu Astatia 
Damaiska 
menfokuskan 
penelitiannya pada 
pemberdayaan 
organisasi kepemudaan 
di DKI Jakarta pasca 
terbitnya UU 
Kepemudaan No 40 
Tahun 2009, sedangkan 
dalam penelitian ini di 
fokuskan pada peran 
Pemerintah Desa dalam 
pembangunan yang 
tergabung dalam 
organisasikepemudaan. 
 
                                                          
9 Astatia Damaiska, Analisis Pemberdayaan Organisasi Nasional yang Bersekretariat di 
DKI Jakarta Pasca Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009, Skripsi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Depok Juni 2012 
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3. Eko Prasetyo 
 
 
Demokrasi 
Dan Problem 
Kepemimpinan 
Politik Di 
Indonesia 
(Pemikiran 
Politik Politisi 
Muda: Yuddy 
Chrisnandi, M. 
Fadjroel 
Rachman, 
Budiman 
Sudjatmiko 
dan Fadli 
Zon). 
Kualitatif hasil penelitian bahwa 
demokrasi kita semenjak 
merdeka sampai sekarang 
masih mengalami transisi 
dan dievaluasi serelevan 
mungkin agar sesuai dengan 
karakter bangsa yang 
Bhineka Tunggal Ika, 
sebagaimana tujuan pokok 
ke depannya, demokrasi 
tidak sekedar dalam basis 
politik, melainkan 
berkehidupan sehari-hari. 
Meskipun diakui proses 
pendewasaan demokrasi di 
Indonesia diwarnai 
kecurangan, dari yang 
berwatak otoriter, korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 
Sedangkan dalam 
kepemimpinan politik kaum 
muda, Indonesia terhenti 
sampai era Soeharto, ia 
Perbedaan penelitian 
Eko Prasetyo dengan 
penelitian yang 
dilakukan yaitu Eko 
Prasetyo dalam 
penelitiannya 
menfokuskan pada 
kepemimpinan politik 
kaum muda dalam 
lingkup politik praktis, 
sedangkan penelitian 
yang dilakukan 
difokuskan pada 
tindakan politik kaum 
muda dalam 
pembangunan di sebuah 
daerah. 
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dengan kekuasaannya 
membuat regenerasi suram, 
konsekuensinya pasca 
pelengserannya sampai 
sekarang pemimpin politik 
kalangan muda tidak 
terealisasikan, pos-pos 
strategis politik masih diisi 
pemimpin tua, sedangkan 
pemuda Reformasi setia 
menunggu giliran. Padahal 
tujuan terbesar munculnya 
pemuda dalam 
kepemimpinan politik tidak 
didasari regenerasi semata, 
tetapi dengan bergantinya 
pemimpin tua pada yang 
muda, dipastikan akan 
melahirkan ide segar dan 
baru, serta normalisasi 
kepemimpinan politik di 
Indonesia, karena pemimpin 
politik ideal adalah kurun 
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usia 35 tahun sampai 55 
tahun, selebihnya cukup jadi 
negarawan dan tidak perlu di 
parlement. Empat politis 
muda menghendaki itu, 
pemuda memiliki semangat 
dan stamina lebih panjang 
dari yang tua, pemuda tidak 
kenal kompromi dan 
sanggup melawan resiko, 
meskipun dibalik watak 
mulia tersebut pemuda 
memiliki watak negatif, 
seperti pragmatisme politik 
dan menjadi politisi 
kutuloncat1 0 
4. Min Fadli Partisipasi 
Masyarakat 
Khususnya 
Kaum Muda 
Dalam 
Pemilihan 
Legislatif Di 
Desa Kalobba 
Kecamatan 
Kualitatif  
Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa 
partisipasi politik kaum 
muda di Desa Kalobba 
Adapun perbedaan 
antara penelitian Min 
Fadli dengan penelitian 
yang akan dilakukan 
                                                          
1 0 Eko Prasetyo, Demokrasi Dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia 
(Pemikiran Politik Politisi Muda: Yuddy Chrisnandi, M. Fadjroel Rachman, Budiman Sudjatmiko, 
dan Fadli 
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Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 
sangat sedang, walaupun 
masyarakat dan kaum muda 
yang sangat antusias dalam 
pemilihan legislative, hal ini 
disebabkan oleh beberapa 
faktor, yaitu modernisasi, 
proses terjadinya, pengaruh 
intelektual dan 
meningkatnya komunikasi 
politik, adanya konflik 
diantara pemimpin-
pemimpin partai politik dan 
adanya keterlibatan-
keterlibatan pemerintah 
yang semakin meluas dalam 
urusan sosial pada metode 
ini dapat bertujuan untuk 
mengetahuitingkatpartisipasi 
dan persepsi dalam 
pemilihan legislatif secara 
umum dengan melibatkan 
masyarakat dan kaum muda 
yaitu Penelitian yang 
dilakukan oleh Min 
Fadli lebih 
menekankan pada 
bentuk partisipasi kaum 
muda dalam pemilihan 
legislatif sedangkan 
penelitian yang akan 
dilakukan menfokuskan 
pada peran kaum muda 
dalam pembangunan 
secara umum dalam 
sebuah desa. 
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di lokasi penelitian1 1 
 
5. Apriyadi  Partisipasi 
Pemuda Dalam 
Menggunakan 
Hak Pilih Pada 
Pemilu 
Legislatif Bagi 
Para Pemilih 
Pemula (Studi 
Kasus Pemilu 
Legislatif 
Tahun 2014 
Desa 
Sidomulyo 
Kecamatan 
Delanggu 
Kabupaten 
Klaten). 
Kualitatif 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
partisipasi pemuda dalam 
menggunakan hak pilih pada 
pemilu legislatif tahun 2014 
adalah keikutsertaan dalam 
kampanye, memberikan 
suara pada pemilu, dan 
berbicara masalah politik. 
Faktor yang menjadi 
kendala pemuda dalam 
menggunakan hak pilih pada 
pemilu legislatif tahun 2014 
di Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Delanggu, 
Kabupaten Klaten adalah 
kesibukan kegiatan sehari-
hari para pemuda. Perasaan 
tidak mampu dan larangan 
dari pihak keluarga. Faktor 
Perbedaan penelitian 
yang dilakukan 
Apriyadi dengan 
penelitian yang 
dilakukan yaitu Apriadi 
dalam skripsinya 
mengkaji mengenai 
partisipasi pemuda 
dalam menggunakan 
hak pilih pada pemilu 
legislatif, sedangkan 
penelitian yang 
dilakukan mengkaji 
mengenai peran 
pemerintah Desa dalam 
pengembangan 
organisasi kepumudaan 
 
                                                          
1 1 Eko Prasetyo, Demokrasi Dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia (Pemikiran 
Politik Politisi Muda: Yuddy Chrisnandi, M. Fadjroel Rachman, Budiman Sudjatmiko, dan Fadli 
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pendorong pemilih pemula 
dalam menggunakan hak 
pilih pada pemilu legislatif 
tahun 2014 di Desa 
Sidomulyo, Kecamatan 
Delanggu, Kabupaten 
Klaten adalah kesadaran 
politik para pemuda dan rasa 
ingin tahu. 
Hasil 
pemberian suara 
pemilih pemula di 
Desa Sidomulyo, 
Kecamatan 
Delanggu, 
Kabupaten Klaten 97 
(Sembilan puluh 
tujuh) pemilih 
pemula yang 
terdaftar pada daftar 
pemilih tetap 96 
diantaranya 
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menggunakan hak 
pilih atausekitar 99% 
pemilih pemula di 
Desa Sidomulyo, 
Kecamatan 
Delanggu Kabupaten 
Klaten menggunakan 
hak pilihnya pada 
pemilu legislatif 
tahun 2014. 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 2 Apriyadi, Partisipasi Pemuda Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif 
Bagi Para Pemilih Pemula (Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 Desa Sidomulyo 
Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten), Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta2014 
 
18 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
1. Teori Peran 
Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, 
psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi 
maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa 
digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain 
sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 
berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan 
posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi1 3 
Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh 
seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran 
diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu 
posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang 
oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk 
peran (role perfomance)1 4 
Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah 
teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari 
padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan 
adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. 
Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu 
                                                          
1 3 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), hlm. 215 
1 4 Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 1994). hlm 3 
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seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor 
lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam 
masyarakat. 
Aspek- aspek Peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori 
peran dalam empat golongan, yaitu:1 5 
1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial  
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut  
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku  
4. Kaitan antara orang dan perilaku 
Orang Yang Berperan Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori 
peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalm interaksi sosial dapat dibagi 
dalam dua golongan sebagai berikut : 
a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berprilaku menuruti suatu 
peran tertentu. 
 b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai 
hubungan dengan aktor dan perilakunya.  
Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu 
(kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara 
sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti 
dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, 
ego, atau non-self.1 6 Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran 
digunakan untuk menganalisis setiap hubungan atara dua orang atau banyak 
                                                          
1 5 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), hlm. 215. 
1 6 Sarlito Wirawan Sarwono, hlm. 216. 
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orang. Menurut cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk 
membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh 
penilaian atau sikap orang- orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh 
aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat 
tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi 
pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori 
peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor. 
Perilaku Dalam Peran Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang 
perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut : 
a. Harapan tentang peran (expectation) Harapan tentang peran adalah 
harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya 
ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang 
perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang 
saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. 
 b. Norma (norm) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya 
merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis 
harapan sebagai berikut :1 7 
1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan 
tentang suatu perilaku yang akan terjadi.  
2. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai 
suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:  
                                                          
1 7 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), hlm. 218 
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• Harapan yang terselubung (convert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun 
tidak diucapkan. 
• Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan.Harapan jenis 
ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses 
internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.  
c. Wujud perilaku dalam peran (performance). 
Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran 
ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi 
tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.Teori peran 
tidak cenderung mengklasifikasikan istilah istilahnya menurut perilaku khusus, 
melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya 
(motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya 
kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, 
pencari nafkah, pemeliharaaan ketertiban, dan lain sebagainya. 
 Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas 
dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan 
adanya caracara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari 
masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudanperan, ketika cara itu 
bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas 
untuk menentukan cara- caranya sendiri selama tidak bertentangn dengan setiap 
aspek dari peran yang diharapkan darinya. 
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Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:  
1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh 
golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam 
peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di 
mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis 
dan mekanistis saja. Sedangkat tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor 
melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.1 8 
2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia 
memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku- 
perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui 
dengan jelas peran si pelaku (aktor). 
2. Teori Partisipasi 
1. Pengertian Partisipasi 
Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi.Bila 
dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris 
“participation” yangberarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Slamet 
mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok 
masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai 
pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk 
fisik.1 9 
 
                                                          
1 8 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015),  hlm. 219. 
1 9 Y. Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, (Surakarta: Sebelas 
Maret University Press, 1994), hlm. 7 
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2. Bentuk Partisipasi 
Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan  menjadi beberapa 
tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang 
dikemukakan oleh para ahli.2 0 Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan 
bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan 
Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 
tingkatan. Sedangkan Vene Klasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi 
berjumlah 7 tingkatan. Beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang 
diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat 
dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Berikut tabel yang  menunjukkan 
model partisipasi masyarakat menurut para ahli : 
Tabel 1.2 
Model Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli 
 
                                                          
2 0 Robert Chambers, Ideas For Development, (London: Earthscan, 2005), hlm. 105. 
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  Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks 
dan kebutuhan tertentu. Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada klaim 
yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan yang paling 
otoritatif. Definisi dari “partisipasi” masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan 
tentang praktek yang baik. Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk 
membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat 
menunjukkan bahwakata “partisipasi” dapat digunakan untuk aktivitas dan 
hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan 
bahwa masing- masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang 
kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan 
masyarakat untuk lebih baik. 
Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa 
membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan 
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyrakat.2 1 Tingkat partisipasi 
dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut: 
a. Citizen control, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan 
mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini 
masyarakt memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan 
yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai 
wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang 
                                                          
2 1 Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi 
Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, Jurnal  ComTech Vol.4 No.1 Juni 
2013,  hlm. 27.  
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hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung 
berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa 
melalui pihak ketiga. 
b. Delegated power, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan 
kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk 
menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi 
dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan 
masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah. 
c. Partnership, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan 
atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara 
masayrakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling 
membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, 
penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi .2 2 
d. Placation, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah 
orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota 
suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada 
proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan 
masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan 
jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak 
mampu mengambil keputusan. 
e. Consultation, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang 
untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat 
                                                          
2 2 Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, Jurnal  ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013,  hlm. 28. 
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yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah 
pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public 
hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.10 
f. Informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada 
masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan 
untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab 
dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk 
negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir 
perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk 
mempengaruhi rencana yang telah disusun.2 3 
g. Therapy, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan 
berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, 
tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada 
mendapatkan masukan dari masyarakat itusendiri. 
h. Manipulation, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di 
mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan 
manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan 
menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi. 
 
 
Menurut pernyataan Arnstein yang dinukil oleh Sigit, jika partisipasi 
                                                          
2 3 Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, Jurnal  ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013,  hlm. 28. 
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hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan 
dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.Termasuk dalam tingkat 
Tokenism adalah penyampaian informasi (informing), konsultasi, dan peredaman 
kemarahan (placation).Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas 
ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (citizen power). Masyarakat dalam 
tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan 
menjalankan kemitraan (partnership) dengan memiliki kemampuan tawar 
menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi 
pendelegasian kekuasaan (delegated power) dan pengawasan masayrakat (citizen 
control). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (non elite) memiliki mayoritas suara 
dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bahkan sangat mungkin memiliki 
kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijakan tertentu.2 4 
Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan 
pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program 
partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (devious methods) 
dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan.  
Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan 
adanya dua macam bentuk partisipasi2 5, yaitu : 
1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota 
masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa 
                                                          
2 4 Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, Jurnal  ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, hlm. 31 
2 5 Hessel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 
323-324. 
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dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. 
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu 
keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat 
berada pada posisi sebagai pengikut atauklien. 
Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan 
pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan 
mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas 
tersebut.Adapun rasa tangung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, 
sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan 
individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pendapat dari 
Hicks juga dikutip oleh Hessel terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai 
suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang 
bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, 
menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas. 
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Peran Pemerintah Desa Pemberdayaan 
• Pembinaan 
• Pendanaan 
• Pengawasan 
Peningkatan Prestasi 
Pemuda 
Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
    Faktor penghambat 
Pemberdayaan 
Organisasi 
Kepemudaan 
Faktor pendukung 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Metode dan Lokasi Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami 
makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari 
masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya 
upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan  dan beberapa 
prosedur, mengumpulkan data dari para partisipan, menganalisa data secara 
umum, dan menafsirkan makna dari setiap data yang diperoleh laporan akhir, 
untuk penelitian ini memiliki struktur yang sifatnya flexible. Siapapun yang 
terlibat dalam penelitian ini harus menggunakan cara pandang yang bersifat 
indukktif, fokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas 
suatu persoalan2 6. 
Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan temuan atau 
kebenaran yang mendalam sehingga menghasilkan temuan data yang real sesuai 
dengan fakta yang terdapat dilapangan serta bersumber dari factor yang 
mempengaruhi data tersebut yang sesuai dengan konteks kebenaran. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di desa Belabori 
kecamatan Parangloe kabupaten Gowa, untuk lokasi yang lebih spesifik 
                                                          
2 6 Nana Syaodih,metode penelitian pendidikan,(Bandung: Rosda Karya,2006),  hlm. 60 
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dalam penelitian ini akan dilaksanakan di empat setiap dusun yaitu dusun 
Panyangkalang, dusun Bontopanno, dusun Peo dan dusun Paso’tanae  di desa 
Belabori kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. 
B. Jenis Data 
1. Data primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat seperti AL-Qur’an, 
hadis, dan wawancara penulis telah mendatangi setiap rumah 
informan dimanapun berada dan melakukan wawancara secara face to 
face untuk mendapatkan hasil yang falid dari informasi secara 
langsung sehingga dalam menggambarkan hasil penelitian akan lebih 
mudah. Selain melakukan wawancara penulis juga telah melakukan 
observasi di keempat dusun didesa Bealabori kecamatan Parangloe 
kabupaten Gowa. 
2. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan 
dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti, sebagaimana penulis telah melakukan telaah pustaka 
dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan 
erat dengan masalah peran pemerintah terhadap Perkembangan 
organisasi kepemudaan yang telah penulis dapatkan dari arsip-
arsip seperti buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian2 7 . 
 
                                                          
2 7 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial,(Jakarat: Rajawali Press, 2005 
,)hlm .22. 
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C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai perhatian yang 
terfokus terhadap kajadian, gejala, atau sesuatu. Peneliti harus 
mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap 
gejala-gejalanya secara sendiri, atau melalui pengamatan terhadap orang 
lain yang sudah dilatih peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut. 
Penggunakan tehnik observasi ini dimaksudkan untuk mengungkap 
fenomena yang tidak diperoleh melalui wawancara2 8 
Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi atau pengamatan 
terhadap pemerintah begitupun dengan organisasi disetiap dusun di desa 
Belabori. Yang menjadi pengamatan dari peneliti adalah peran pemerintah 
desa terhadap pemberdayaan organisasi kepemudaan yang ada di desa 
Belabori.  
2. Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana 
jawaban informan akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara 
juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek 
kontenporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature 
                                                          
2 8 Emsir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa data, (Jakarta: Rajawali Pers: 2004), 
hlm .37-38. 
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yang membahasnya. Wawancara dilakukan dengan mengikuti petunjuk 
pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti2 9. 
Namun disini peneliti melakukan wawancara secara mendalam, ini 
bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar 
berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mempelajari buku-buku referensi, laporam-laporan, majalah-
majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek 
penelitian. 
D. Informan 
Untuk mendapatkan data, telah ditentukan para informan yang akan 
memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Adapun narasumber 
atau informan penulis yang akan diwawancarai yaitu. 
1.  Pemerintah desa Belabori kecamatan Parangloe kabupaten Gowa 
dalam hal ini kepala desa Belabori 
2. Ketua BPD badan permusyawaratan rakyat desa Belabori.   
3. Para ketua organisasi yang ada di desa Belabori. 
4. Ketua LKMD desa Belabori . 
5. Staf desa bidang kesejahteraan sosial. 
                                                          
2 9Sugiyono, Metode penelitian kualitatif. Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Penerbiit 
Alfabeta,2013), hlm. 230. 
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Untuk lebih jelas peneliti dalam menentukan target informan diatas 
maka penulis menggunakan teknik Purposive sampling, Purposive 
sampling adalah salah satu teknik sampling non rondom sampling dimana 
peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentapkan ciri-
ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat 
menjawab permasalah penelitian, salah satu contohnya adalah dengan cara 
menggunakan metode kohort adalah sebagai berikut skripsi ini berjudul 
“Peran pemerintah desa terhadap perkembangan organisasi kepemudaan di 
desa belabori” , maka peneliti menetapkan kriteria khusus informan 
sebagai syarat populasi yaitu Pemerintah dan Tokoh pemuda di wilayah 
desa belabori sebagai target dalam penelitian dalam hal ini di desa 
Belabori terdapat beberapa organisasi kepemudaan dan peneliti akan 
melakukan wawancara dengan ketua ketua organisasi tersebut untuk 
mewakili pemuda yang lainnya. 
E. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 
kedalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesis kerja. 
Dari rumusan masalah diatas dapatlah kita menarik garis besar bahwa 
analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang 
terkumpul banyak skali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, 
gambar, foto, dokumen berupa laporan, bigrafi, artikel dan sebagainya. 
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Setelah data dari lapngan terkumpul dengan menggunakan metode 
pengumpulan data diatas maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data 
tersebut dengan menggunkanan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa 
menggunakan tehnik kuantitatif. 
Analisi kualitatif merupakan suatu tehnik menggambarkan dan 
menginterprestasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan 
perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, 
sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 
sebenarnya3 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 0 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gresindo,2010), hlm. 120 
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 BAB IV   
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis 
Kabupaten Gowa secara geografis terletak pada kordinat antara 5°33’-
5°34’ lintang selatan dan 120°38’ - 120°33’ bujur timur. Kabupaten Gowa terdiri 
dari wilayah daratan rendah dan wilayah daratan tinggi dengan ketinggian antara 
10-2800 meter diatas permukaan air laut namun demikian wilayah kabupaten 
Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di 
bagian timur hingga ke selatan karena merupakan pegunungan tinggi moncong, 
pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan pegunungan Batureppe-Cindako. 
Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40° 
yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinngimoncong, Bungaya, Dan 
Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu 
ada 15 sungai. Sungai dengan aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 
seluas 881 Km2 dengan panjang sungai utama 90 Km. luas wilayah kabupaten 
Gowa adalah 1.883,32 Km2. Secara fisik geografis wilayah kabupaten Gowa 
meliputi batas-batas : 
• Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Maros Provinsi 
Sulawesi Selatan  
• Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai Provinsi 
Sulawwesi Selatan 
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• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan 
• Sebelah barat berbatasan denga Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Letak Kabupaten Gowa pada pulau Sulawesi sangat strategis karena 
berbatasan langsung dengan Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota 
Makassar, disamping itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah 
pada masa yang akan datang, Kabupaten Gowa diharapkan dapat menjadi Pusat 
pengembangan perkotaan yang startegis. Selain itu, bila ditinjau dari wilayah 
Nasional, di Kabupaten Gowa terdapat kawasan strategis Nasional, yaitu kawasan 
Mamminasata. 
Secara administrasi, kabupaten Gowa tediri atas 18 (delapan belas) 
Kecamatan yaitu, Bontomarannu, Pattallassang, Prangloe, Mamuju, Bungaya, 
Parigi, Tombolopao, Somba Opu, Pallangga, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, 
Bontonompo Selatan, Tompobulu, Barombong, Biringbulu, Tinggimoncong, 
Bontolempangang. Dengan jumlah keseluruhan 157 (seratus lima puluh tujuh) 
Desa Kelurahan. 
Sebaran desa disetiap kecamatan adalah kecamatan bajeng (18 Desa/ 
Kelurahan), Kecamatan Bajeng Barat (7 Desa/ Kelurahan), Kecamatan 
Barombong (7 Desa/ Kelurahan), Kecamatan Biringbulu (11 Desa/ Kelurahan), 
Kecamatan Bontolempangan (8 Desa/ Kelurahan), Kecamatan Bontomarannu (9 
Desa/ Kelurahan), Kecamatan Bontonompo (14 Desa/ Kelurahan), Kecamatan 
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Bontonompo Selatan (9 Desa/ Kelurahan), Kecamatan Manuju (7 Desa/ 
Kelurahan), Kecamatan Pallangga (16 Desa/ Kelurahan), Kecamatan Parangloe (7 
Desa/ Kelurahan), Kecamatan Parigi (5 Desa/ Kelurahan), Kecamatan 
Pattallassang (8 Desa/ Kelurahan), Kecamatan Somba Opu (14 Desa/ Kelurahan), 
Kecamatan Tinggimoncong (7 Desa/ Kelurahan), Kecamatan Tombolo Pao (9 
Desa/ Kelurahan), Kecamatan Tompobulu (8 Desa/ Kelurahan). 
Dalam khazanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. 
Mulai abad 15, kerajaan Gowa merupakan kerajaan Maritim yang besar 
pengaruhnya diperairan nusantara. Secara definitif Kabupaten Gowa yang ber-Ibu 
kota sungguminasa. 
2. Profil Singkat Kecamatan Parangloe 
Parangloe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa dengan luas 
wilayah 221,26 Km2 pada ketinggian 92-750 dari permukaan laut. Parangloe 
merupakan kecamatan yang terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Gowa. 
Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tinggi Moncong 
disebelah timur, Sebelah selatan kecamatan Mamuju, Sebelah Utara Kabupaten 
Maros. Kecamatan Parangloe terdiri dari 20 Dusun/lingkungan, 48 RK/RW dan 
108 RT. Parang Kelurahan Lanna merupakan ibu kota dari Kecamatan Parangloe 
yang berjarak ±40 Km dari Sungguminasa sebagai Ibu Kota Kabupaten Gowa 
dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Wilayah Kecamatan Parangloe adalah 
daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah pertanian. 
Fasilitas umum pendidikan yang terdapat di Kecamatan Parangloe antara lain 
PAUD SPAS 7 unit pusat PAUD 1 unit, Taman Kanak-Kanak (TK) 6 unit, 
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Sekolah Dasar Negri (SDN) 4 unit, Sekolah Dasar Inpres (SDI) 12 unit, SD 
Transmigrasi 2 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 unit, Sekolah 
Menengah Atas 1 unit,  Madrash Tsanawiyah 1 unit, dan madrasah Aliah 1 unit, 
fasilitas umum kesehatan yaitu Puskesmas Parangoe dan 7 unit Pustu (Puskesmas 
bantu). 
Tabel 1.3 
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Parangloe 
No Desa / Kelurahan KK 
Penduduk 
Lk Pr Lk + Pr 
1. Kel. Lanna 731 1.661 1.564 3.225 
2. Kel. Bontoparang 743 1.470 1.645 3.115 
3. Desa Borisallo 747 1.508 1.610 3.118 
4. Desa Lonjoboko 759 1.401 1.370 2.771 
5. Desa Belabori 689 1.276 1.282 2.562 
6. Desa Bontokassi 340 642 662 1.304 
7. Desa Belabori 489 956 921 1.879 
JUMLAH 4.498 8.914 9.058 17.929 
Sumber : Data sensus penduduk Kecamatan Parangloe tahun 2017 
Dari table diatas dapat kita lihat bahwa penduduk kecamatan Parangloe 
sebesar 17.927 jiwa terdiri dari atas 8.914 jiwa laki-laki dan 9.058 jiwa 
perempuan, dari table diatas juga kita bias melihat bahwa Kecamatan Parangloe 
memiliki 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Lanna, Kelurahan Bontoparang kemudian 
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5 Desa yaitu Desa Lonjoboko, Desa Bontokassi, Desa Borisallo, Desa 
Belapunranga, Dan Desa Belabori. 
3. Sejarah Desa Belabori 
Desa Belabori merupakan desa mekaran dari Desa Belapunranga pada 
tahun 2006 dapat dilihat dengan nama desa ini, yang terdiri dari dua suku kata, 
yakni Bela dan Bori. Bela, dalam bahasa Makassar artinya melindungi atau 
mencintai, sedangkan Bori Berarti Negeri. Dari hasil penelitian, telah hadir 
berbagai cerita masyarakat berupa legenda atau dongeng yang hingga kini masih 
di percaya kebenarannya oleh masyarakat Belabori. Menurut legenda 
terbentuknya beberapa wilayah Keluraha dan Desa di Kecamatan Parangloe 
bermula pada masa sebelum lahirnya kerajaan Gowa, Kecamatan Parangloe 
memiliki situs sejarah yang menarik yakni Kerajaan Borisallo, Kerajaan Borisallo 
sendiri merupakan sebuah kerajaan tertua yang berdiri sebelum kerajaan Gowa, 
hal tersebut bila dilihat dari namanya Borisallo terdiri dari dua suku kata Bori dan 
Sallo. Bori dalam bahasa Makassar artinya adalah Negri, sedangkan Sallo berarti 
lama atau tua. Dengan demikian Borisallo berarti Negeri Tua. 
Asal mula berdirinya kerajaan Borisallo berawal dari pemerintahan 
Dampang Togotogo. Istilah “dampang” merupakan gelar yang di gunakan oleh 
pemimpin suatu negri atau kerajaan pada masa itu. Dikenal cerita-cerita dongeng 
atau legenda bagi masyarakat Gowa, Seperti Dampang Ko’mara Dalam cerita 
legenda Syeck Yusuf Tuanta Salamaka. Demikian halnya pada Dampang 
Togotogo di kerajaan Borisallo, Termasuk masa prasejarah atau purba3 1. 
                                                          
3 1Arsip Desa Borisallo 2016. 
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Pada masa Gowa Purba, atau sebelum kesembilan kerajaan membentuk 
aliansi yang dinamakan “Kasuwiang Salapang” dan berubah menjadi “Bate 
Salapang”, kesembilan kerajaan ini sering bertikai satu sama lain, yang 
mengakibatkan banyak mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun 
kerugian korban nyawa, yang sesungguhnya kesembilan kerajaan tersebut 
bersaudara. Akhirnya suatu ketika kesembilan kerajaan tersebut memutuskan 
untuk melakukan persatuan dalam sebuah panji kerajaan, dan akan mengangkat 
seseorang dari mereka sebagai raja yang mampu menaungi semua kerajaan dan 
dijadikan sebagai panutan dan contoh tauladan kerajaan-kerjaan lain. 
 Setelah perjanjian dilakukan, akhirnya resmilah Tumanurung diangkat 
menjadi raja Gowa pertama, kejadian tersebut di perkirakan terjadi pada masa 
tahun 1320 Masehi dan oleh Bate Salapang sebagai pemilik wilayah dan 
masyarakat segera melengkapi kebutuhan seorang raja, diantaranya mendirikan 
sebuah Istana Balla Lompoa, serta kebutuhan lainnya. 
 Suatu ketika Tumanurung melakukan perjalanan mengunjungi kerajaan 
Borisallo, karena beliau mendengar kabar bahwa dikerjaan Borisallo terjadi 
pertikaian, yang di alama oleh kesembilan Toddo. Maksud dari kedatangan sang 
putri adalah untuk menyelamatkan kerajaan Borisallo yang diambang keretakan. 
Sang putri berhasil mempersatukan kembali kesembilan Toddo yang bertikai 
tersebut sehingga sepakat untuk melakukan perdamaian, juga mengangkat sang 
putri tersebut sebagai raja di kerajaan Borisallo, dan sebagai bentuk penghargaan 
maka oleh kesembilan Toddo  bersama segenap masyarakatnya bersepakat 
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membangun sebua istana Balla Lompoa  bagi sang putri yang yang bertempat di 
Pakkulompo yang dijadikan sebagai pusat kerajaan Borisallo3 2. 
Setelah bersatunya kesembilan negeri, yang kemudian membentuk aliansi 
dalam naungan satu panji kerajaan, kerajaan Gowa mengalami perkembangan 
pesat baik dibidang pertanian, pemerintahan, militer, maupun bidang-bidang 
lainnya yang mengakibatkan kerajaan Gowa semakin berjaya dan semakin 
berpengaruh terhadap kerajaan-kerjaan yang ada disekitarnya hal ini ditandai 
dengan banyaknyakerjaan yang bergabung dengan kerajaan Gowa. 
Karajaan Borisallo banyak mealhirkan kaum cerdik yang dan pandai yang 
semakin memperkuat posisi kerajaan Gowa  sebagai suatu kersjssn ysng sangat 
dosegani, diantaranya adalah Punranga yang oleh kerajaan Gowa dijadikan 
sebagai panglima kerajaan yang sangat ahli membangun strategi perang. Seiring 
berjalannya waktu, 18 tahun yang lalu, atau tepatnnya tahun 2000, Bate Salapang 
melakukan regenerasi pimpinan bagi kesembilan Bate yang tergabung 
didalamnya, dan salah satunya adalah Muhammad Hatta Hamzah karaeng Gajang. 
Beliau diangkat dan dilantik sebagai menjadi Karaeng Borisallo yang 
dilaksanakan di Bate Samata selain itu beliau juga sebagai ketua lembaga adat 
kecmatan Parangloe kabupaten Gowa Hingga saat ini,  kawasan kerajaan 
Borisallo yang saat ini sehubungan dengan perkembangan zaman yang tak 
terbendung  merupakan salah satu desa yang mana kawasan kerajaan Borisallo 
dimekarkan menjadi 7 wilayah desa dan kelurahan yakni desa Borisallo, desa 
Lonjoboko, desa Bontokassi kelurahan Lanna, kelurahan Bontoparang, desa 
                                                          
3 2 Arsip Desa Borisallo 2016. 
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Belapunranga, dan desa Belabori yang dipimpin oleh pemerintah tingkat 
kecamatan3 3. Maka dari itu secara keseluruhan wilayah kecamatan Parangloe 
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang berasal dari kerajaan 
Borisallo, yang mana dalam istilah masyarakat yakni “Se’re tongka reppe 
nimanangngi” yakni kita semua berasal dari tempat dan keturunan yang sama. 
4. Adat Istiadat 
Adat yang menonjol di desa Belabori kecamatan Parangloe 
kabupaten Gowa bisa kita lihat pada saat acara-acara besar di tingkat 
kecamatan seperti pada saat perayaan Hut RI, pada perayaan ini aparatur 
pemerintah ditingkat kecamatan menampilakn persembahan persembahan 
adat dari setiap desa atau kelurahan seperti adat A’dengka aselolo, Aru, 
Akkio bunting, dibidang seni dan berbagai lomba-lomba dibidang 
olahraga tradisi seperti Adende-dende, Alongga, dan masih banyak lagi 
bidang yang lainnya yang sangat menarik. 
Berbicara mengenai adat istiadat yang seringkali dilakukan oleh 
masyarakat yang ada di desa Belabori kecamatan parangloe bisa kita 
saksiakan di acara-acara pernikahan dan juga  pada saat panen padi. 
Seperti yang kita ketahui bersama pernikahan di suku makassar terbilang 
memiliki proses yang lumayan panjang mulai dari A’jangang-jangang, 
Annyira’ leko, A’ppanai balanja, A’nikka, dan A’matoa. Semua proses ini 
tentunya sangat menarik karena masyarakat saling membantu sama lain, 
dalam bahasa makassar saling membantu dalam pernikan di berikan istilah 
                                                          
3 3 Arsip Desa Borisallo, 2016. 
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yaitu Assitulung. Assitulung memiliki gambaran yakni pada saat salah satu 
keluarga ada yang menikahkan anaknya maka keluarga yang lain 
membantu mereka dengan memberikan berbagai macam bahan untuk 
persiapan semua tahapan acara seperti beras,minyak,gula dan lain 
sebagaianya, setelah giliran keluarga yang membentu tadi maka pihak 
keluarga yang telah menikah tadi kembali memberikan bantuan serupa 
Berbeda halnya dengan adat setelah panen padi yaitu  A’dengka 
Ase Lolo, kegiatan ini merupakan warisan secara turun menurun yang juga 
tidak pernah terlupakan di desa belabori, penjelasannya yakni setelah 
masyarakat melakukan panen padi melakukan acara syukuran kepada 
Allah SWT dan di rangkaikan dengan acara tarian dimana padi di tumbuk 
dan dicampur dengan kelapa serta gula merah pada  kayu yang telah di 
bentuk sedimikian rupa dan diberi nama sebagai ‘Assung’ perangkat 
pendukung lainnya adalah enam buah tongkat kayu sebagai penumbuk 
untuk menghaluskan padi tersebut dan sekaligus di pengang oleh enam 
orang penari acara tersebut. 
5. Perkembangan Agama 
Hampir semua penduduk desa Belabori beragama islam. Kecuali di 
dusun Paso’tanae, ada beberapa KK pindahan  dari luar yang beragama 
kristen dan sekarang telah berdomisili dan resmi sebagai penduduk desa 
Belabori, mereka tak hanya menetap tetapi juga telah melaksanakan 
kegiatan beridah mereka secara rutin dibuktikan sengan adanya 
pembangunan Gereja di  dusun tersebut. 
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6. Mata Pencaharian 
a) Pertanian  
Pada subsector hortikultur desa Belabori merupakan penghasil 
tanaman sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman obat-obatan. 
Komuditi yang disajikan pada tanaman sayuran meliputi. Kacang 
panjang, cabe, tomat, kangkung, dan singkong. Pada umumnya untuk 
bertemu langsung dengan masyarakat di desa Belabori sebaiknya 
dilakukan di pagi dan sore hari, karena paruh waktu mereka berada di 
kebun. 
b) Peternakan  
Sapi merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di 
desa Belabor, sedangkan Kerbau dan Kuda hanya bisa dihitung 
jari, sementara itu ternak kecil yang paling banyak adalah ternak 
ayam, seperti ayam potong, ayam kampung, dan ayam petelur. 
Desa Belabori merupakan satu satunya desa di kecamatan 
Parangloe yang memiliki perusahaan pengelolah ayam, meliputi 
telur dan juga ayam potong. Masyakat belabori juga ada berapa 
yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai mata pencaharian 
mereka. 
c) Perikanan  
Desa Belabori memiliki potensi perikanan berupa empang 
dan budidaya ikan pada kolam, setalah penulis melakukan 
penelitian ditemukan enam rumah tangga yang bergerak sebagai 
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pembudidaya ikan, salah satu dari pembudidaya ini memiliki 20 
kolam ikan, rata rata besar kolam tersebut adalah 2 meter persegi, 
pemilik budidya ikan tersebut juga membuat lapngan kerja untuk 
orang disekitar area kolam tersebut. 
d) Pertambangan  
Desa Belabori dibidang pertambangan juga ada beberapa 
kelompok keluarga yang memiliki pertambangan tanah dan sampai 
saat ini penulis setelah melakukan penelitian menemukan 4 lokasi 
tembang tanah dan batu gunung yang terdapat di dua dusun yaitu 
dusun Peo dan dusun Paso’tanae, di pertambangan tanah dan batu 
gunung tersebut juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat 
sebagai mata pencaharian mereka. 
B. Peran Pemerintah Desa Belabori Terhadap Pemberdayaan Organisasi 
Karang Taruna Desa Belabori 
Organisasi Karang Taruna tidak diragukan lagi memiliki peranan strategis 
bagi Bangsa dan Negara, disamping sebagai wadah pengembangan potensi 
generasi muda, organisasi karang Taruna juga menjadi mitra yang baik bagi 
pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan 
Desa.Sejalan dengan berdirinya organisasi Karang di berbagai Desa di Indonesia 
tentu tidak lepas dari namanya masalah internal maupun eksternal. Banyak dari 
organisasi kepemudaan di daerah-daerah di Indonesia tidak mampu menghadang 
masalah-masalah yang terjadi sehingga tidak sedikit organisasi kepemudaan 
yang ada di daerah-daerah di Indonesia terhenti dan tidak dapat lagi menjalankan 
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apa dari tujuan organisasi tersebut. 
Maka dari itu, peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mengatasi 
masalah-masalah yang ada tentang organisasi karang taruna dan memberdayakan 
organisasi kepemudaan yang ada agar nantinya dapat menghasilkan
 pemuda yang berprestasi. 
1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan  
Pemerintah Desa merupakan pemegang kendali berbagai potensi Desa 
yang kemudian dipresentasikan di tingkat Desaa Sebagai pemegang kendali atas 
peningkatan prestasi generasi muda sangat diharapkan dapat berperan dalam 
memfasilitasi dan membina organisasi kepemudaan yang mana merupakan sebuah 
wadah yang penting untuk mengasah pemikiran dan peningkatan prestasi generasi 
muda. Sebagaimana ditegaskan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan yakni yang diutarakan oleh Kepala Desa Belabori beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“Pasal 9 dan 13 ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya 
pemberdayaan.Pasal 7 disebutkan pelayanan kepemudaan di arahkan 
untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan 
semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif 
pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan 
kepemudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; 
peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan 
keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk 
berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi 
pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan 
meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader 
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pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan 
lingkungannya3 4” 
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan bapak  Arif Sewang bahwa: 
“Peranan Pemerintah Desa Belabori sangat penting khususnya terhadap 
tingkat pemuda dan pelajar yang merupakan pemegang tongkat estafet 
kepemimpinan dimasa yang akan datang. Kami selaku pemerintah desa 
Belabori telah merancang program pembinaan generasi muda dan 
bekerja sama dengan beberapa organisasi atau komunitas-komunitas 
pemuda yang ada untuk meningkatkan kualitas generasi muda yang 
dimana nantinya dapat berguna bagi Desa Belabori3 5” 
 
Hal ini juga senada yang disampaikan oleh Jamaluddin beliau mengatakan : 
“Dalam Membina generasi muda saya rasa pemerintah Desa Belabori 
memegang peranan penting. Kami sebagai pemerintah Desa Belabori 
telah merancang program sebagai upaya untuk membentuk karakter 
kepemimpinan pemuda di Desa Belabori seperti contohnya pelatihan 
kewirausahaan yang pelaksanaannya melibatkan organisasi-organisasi 
kepemudaan yang ada dengan harapan menumbuhkan minat dan jiwa 
wirausawan3 6” 
Minat pemuda dalam berorganisasi diberbagai daerah di Sulawesi Selatan 
khususnya di Kabupaten Gowa dan di Desa Belabori tumbuh pesat.Tentu hal ini 
dibuktikan dari banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang berdiri di 
Kabupaten Gowa dan bergerak di berbagai sektor.Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Gowa mencatat ada lebih dari 5 organisasi kepemudaan yang 
ada di Desa Belabori Muh. Syahrul Ramadhan belau mengungkapkan 
                                                          
3 4 H. Burhan Mone (60 tahun) Kepala Desa Belabori , Wawancara,  Kantor desa Belabori 
12 Desember 2018. 
3 5 Arif Sewang (39 tahun) Ketua BPD desa Belabori ,Wawancara, Belabori 13 Desember 
2018. 
3 6Jamaluddin (54 tahun) Ketua LKMD Desa Belabori, Wawancara, Belabori  7 Desember 
2018. 
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“Minat pemuda dalam berorganisasi di Desa Belabori sangat besar, hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi-organisasi pemudaan yang 
berdiri di berbagai sektor.Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan 
keberadaan organsisasi-organisasi kepemudaan yang ada diDesa 
Belabori yang dimana dirasa sangat perlu untuk diberdayakan. 
Pemerintah daerah harus fasilitasi dan memberikan apa yang menjadi 
kebutuhan dari organisasi kepemudaan yang ada agar nantinya dapat 
menghasilkan kader- kader berprestasi dan berguna bagi pembangunan di 
daerah Desa Belabori3 7” 
Dari sekian banyaknya organisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori 
tentu saja pasti ada masalah-masalah internal maupun eksternal yang tidak dapat 
diatasi sendiri oleh setiap organisasi-organisasi kepemudaan yang ada. Hal ini 
tentu menjadi tugas penting pemerintah Desa Belabori untuk mencari cara 
bagaimana membina dan menyelesaikan masalah-masalah dari organisasi 
kepemudaan yang ada sehingga nantinya dapat melahirkan kader-kader 
generasi muda yang berprestasi. 
Sesuai data yang diperoleh dilapangan, Penulis dapat melihat bahwa 
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap organisasi kepemudaan 
di Desa Belabori dirasa kurang Maksimal. 
Jika dilihat dari program apa yang telah dirancang oleh pemerintah desa. 
Pemerintah Desa Belaori dalam hal merancang program untuk pembinaan 
organisasi kepemudaan secara khusus atau program yang ditujukan khusus untuk 
kebutuhan peningkatan kualitas organisasi kepemudaan yang ada sehingga 
banyak organisasi kepemudaan merasa tidak dipedulikan dan kecewa oleh 
pemerintah desa. 
                                                          
3 7Muh Syahrul Ramadhan (21 tahun) Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Wawancara, 
Belabori 5 Desember 2018. 
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Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Saudara Firman Dinata Kahar 
“Sikap pemerintah Desa Belabori terhadap perkembangan organisasi 
kepemudaan yang ada di Desa Belabori belum terlalu maksimal, 
terbatasnya anggaran Desa memang menjadi sebuah kendala besar, kam 
sadari tanpa ada bantuan materil dari Desa Belabori organisasi 
kepemudaan sangat sulit  untuk berkembang’’3 8. 
Selama ini pemerintah Desa Belabori memang telah menjalankan program 
untuk peningkatan generasi muda dengan mengajak organisasi-organisasi 
kepemudaan yang ada di Desa Belabori untuk bekerja sama dalam hal 
pelaksanaannya seperti contohnya pelatihan kewirausaan. Program yang 
dirancang pemerintah daerah seperti pelatihan wirausaha memang dapat dikatakan 
bagus karena bertujuan untuk meningkatkan minat berwirausaha, akan tetapi 
secara garis besar bukan itu yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan di 
Desa Belabori saat ini, yang dibutuhkan organisasi kepemudaan di Desa Belabori 
sekarang ini adalah peran fungsi pemerintah daerah dalam hal kemajuan literasi 
dan berwacana. Kemauan pemuda dalam hal berliterasi dan berwacana yang 
membahas banyak hal tentang masalah dan perkembangan di Desa Belabori 
sangat besar. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Saudara Muh.Ansar: 
“Program kerja yang dirancang pemerintah desa untuk meningkatkan 
generasi muda sampai saat ini memang bagus jika dilihat dari tujuannya, 
namun pemerintah desa dalam hal ini juga harus memperhatikan apa 
yang menjadi kebutuhan dari organisasi kepemudaan yang ada. Sekarang 
ini kebutuhan organisasi Kepemudaan di Desa Belabori adalah kebutuhan 
akan kemajuan literasi dan berwacana untuk membahas segala masalah 
yang terjadi di Desa Belabori, sudah seharusnya pemerintah  
 
                                                          
3 8 Firman Dinata Kahar (28 tahun) Ketua KPA.Akar, Wawancara Belabori l4 Januari 
2018. 
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mencanangkan program yang memang khusus diperuntungkan untuk 
kebutuhan itu3 9” 
 
Pemerintah Desa Belabori nantinya perlu menerbitkan peraturan desa 
untuk menjamin dan membina seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori saat ini memang yang menjadi tanggungan Pemerintah Desa hanya 
terbatas pada Karang Taruna saja, hal ini sejalan dengan wawancara dengan Muh 
Yusuf dg Gassing belaiu mengungkapkan  
“Untuk sekarang ini memang tidak ada peraturan desa yang mengatur 
tentang organisasi kepemudaan di Desa Belabori, kami juga belum terlalu 
paham tentang masalah ini, saat ini kami masih memikirkan peraturan 
desa yang tepat agar nantinya seluruh elemen organisasikepemudaan 
yang ada dapat terbina4 0 ” 
 
Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah Desa Belabori 
dalam hal ini masih perlu mengkaji lebih jauh mengenai organisasi kepemudaan 
di Desa Belabori. Hal ini tentu merupakan tugas penting bagi pemerintah Desa 
pada khususnya agar kiranya peduli dan membentuk suatu peraturan desa yang 
menangani masalah keorganisasian pemuda serta membuat program kerja khusus 
dalam membina oraganisasi-organisasi kepemudaan di Desa Belabori. 
2. Pendanaan 
Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling dibutuhkan setiap individu 
maupun klompok tidal lepas dari namanya uang.Peranan uang sangat penting 
dalam suatu organisasi kepemudaaan.Karena jika tidak ada uang maka otomatis 
                                                          
3 9 Muh. Ansar (28 tahun) Ketua HIPMA Gowa, Wawancar,  Belabori 3 Januari 2018. 
4 0
 Muh Yusuf dg Gassing(29 tahun)  Staf desa bidang kesos  Wawancara Kantor desa 
Belabori l4 Januari 2018. 
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kegiatan rutin organisai pun tidak bisa terlaksana. Maka dari itu sudah menjadi 
tugas pemeintah Desa Belabori untuk memecahkan persoalan dana yang menjadi 
kendala utama dari organisasi  kepemudaan. 
Penyediaan fasilitas seperti pembinaan dan pendanaan organisasi 
kepemudaan tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah desa dan 
masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 
ayat 1 dan 2 yakni: 
“(1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi 
organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi 
kemahasiswaan, (2) satuan pendidikan dan penyelenggara 
pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan 
organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruanglingkupnya4 1” 
 
Sebagai komponen dalam pemerintahan Desa Belabori sangat berperan 
dalam pengalokasian dana untuk kemajuan pemuda di Desa Belabori . Hal ini 
senada yang diungkapkan oleh bapak Kepala Desa Belabori bahwa: 
“Sebagai Pemerintah Desa yang mengawal kegiatan Kepemudaan tentu 
saja ini merupakan ranah kerja yang sekaligus program kerja kami. 
Masalah pendanaan itu kami yang programkan, selanjutnya di masukkan 
dalam Anggaran Desa’’4 2. 
Sesuai pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam hal pendanaan 
organisasi kepemudaan di Desa Belabori tidak beda jauh dari masalah pembinaan 
organisasi kepemudaan di Desa Belabori. Tidak adanya program kerja khusus 
yang dirancang pemerintah Desa untuk organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
                                                          
4 1Arif Sewang (39 tahun) Ketua BPD desa Belabori ,Wawancara, Belabori 13 Desember 
2018. 
4 2 H. Burhan Mone (60 tahun) Kepala Desa Belabori , Wawancara,  Kantor desa Belabori 
12 Desember 2018. 
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Belabori sehingga dalam anggarn Desa Belabori tentu tidak ada juga anggaran 
khusus untukitu. 
Hal ini sesuai yang disampaikan bapak Jamaladdin beliau mengungkapkan: 
“Terus terang anggarang untuk organisasi kepemuduaan yang ada ada di 
Desa Belabori sangatlah terbatas, anggaran selama ini di fokuskan untuk 
pembangunan infrstruktur yang ada di Desa Belabori seperti irigasi dan 
jalan Desa4 3” 
 
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bapak Arif Sewang : 
“anggaran Desa Belabori sangatlah terbatas adapun perentukan 
anggaran desa untuk hal-hal yang lain seperti pembangunan infrastruktur  
adapun ketika organisasi kepemudaan meminta bantuan pemerintah Desa 
Belabor memberikan bantuan semaksimal mungkin4 4 
 
Saudara Hasan Basri selaku Ketua Hipermas beliau mengatakan : 
“Tentu kami butuh dana untuk menjalankan program kerja namun ketika 
kami mengajukan proposal kegiatan untuk permohonan bantuan dana ke 
pemerintah desa, pemerintah desa selalu mengatakan bahwa anggaran 
tidak ada untuk organisasi kepemudaan. Hal ini yang kemudian 
menghambat kami dalam melaksanakan program kerja4 5” 
 
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Saudara Muh Ansar beliau 
mengungkapkan bahwa : 
“Dalam hal pendanaan organisasi kepemudaan oleh pemerintah desa 
selama ini dirasa kurang intensif dan tidak berkesinambungan dari apa 
yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan di Desa Belabori  
sehingga banyak program kerja yang dicanangkan dari organisasi-
organisasi kepemudaan yang ada tidak terlaksana padahal jika dilihat 
dari tujuan kegiatan itu sangat dianggap perlu untuk meningkatkan 
kualitas generasi pemuda di Desa Belabori4 6” 
                                                          
4 3Jamaluddin (54 tahun) Ketua LKMD Desa Belabori, Wawancara, Belabori  7 Desember 
2018. 
4 4Arif Sewang (39 tahun) Ketua BPD desa Belabori ,Wawancara, Belabori 13 Desember 
2018. 
4 5Hasan Basri (21 tahun) Ketua Hipernas, Wawancara, Belabori 5 Desember 2018. 
4 6Muh. Ansar (28 tahun) Ketua HIPMA Gowa, Wawancar,  Belabori 3 Januari 2018. 
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Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan bahwa 
pendanaan secara khusus untuk organisasi kepemudaan belum maksimal  di Desa 
Belabori. Selama ini organisasi kepemudaan di Desa Belabori mendapat dana 
untuk melaksanakan program kerja mereka melalui sumbangsi dari Alumni atau 
senior terdahulu mereka serta melalui pengalangan dana sesama anggota. Dana 
yang bisa dinikmati oleh organisasi kepemudaan dari pemda hanya berupa dana 
hibah yang jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dari apa yang menjadi 
kebutuhan organisasi kepemudaan dirasa sangat kurang. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Saudara Muh. Syahrul Ramadan beliau 
mengatakan bahwa: 
“Dalam melaksanakan program kerja, kami melakukan segala cara untuk 
mendapat dana. Kami biasa menelpon senior untuk meminta sumbangan, 
mengadakan bazar dan mengajukan proposal sponsor ke pihak swasta. 
Namun dalam melaksanakan program yang skala besar seperti Bimbingan 
Test Intensif kami sangat kesulitan dalam mengumpulkan dana sehingga 
mau tidak mau kegiatan itu harus ditunda dari jadwal yang ditentukan 
sampai dana mencukupi4 7” 
 
Berdasarkan pengamatan penulis pendanaan adalah faktor penting yang 
menjadi kebutuhan dalam proses berjalannya organisasi kepemudaan. Apalagi 
dalam setiap pelaksanaan program kerja dari organisasi kepemudaan pasti 
membutuhkan dana yang cukup besar 
3. Pengawasan 
Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses 
pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 
                                                          
4 7
 Muh Syahrul Ramadhan (21 tahun) Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Wawancara, 
Belabori 5 Desember 2018. 
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semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan sebelumnya.Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih 
perbaikan kualitas organisasi kepemudaan, perlu dilakukan pengawasan (control) 
terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui 
pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan- penyimpangan yang terjadi 
secara dini. Jika kekuranngan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan 
dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua 
permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya 
kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harusdirevisi 
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bapak Burhan Mone:  
“Dalam mengawasi Organisasi kepemudaan saya kira itu tentu menjadi 
kewajiban kami selaku pemerintah desa.Tentu kita tidak mau melihat ada 
organisasi kepemudaan yang anarkis dalam bertindak dan hanya 
menyusahkan masyarakat. Kami berharap organisasi kepemudaan tetap 
berjalan pada jalur yang benar yakni peningkatan kualitas generasi muda 
di Desa Belabori4 8” 
Sesuai hasil pengamatan dilapangan penulis mengetahui bahwa dalam hal 
pengawasan organisasi kepemudaan atau komunitas-komunitas kepemudaan di 
Desa Belabori, pemerintah Desa Belabori dalam hal ini belum dapat berjalan 
secara baik, dikarenakan pemerintah desa belum berkordinasi secara maksimal 
kepada pengurus organisasi- organisasi kepemudaan yang ada serta masih ada 
organisasi kepemudaan yang berdiri di Desa Belabori tapi belum tercatat di  Desa 
. Pemerintah desa masih berupaya mengumpul kan seluruh data-data terkait 
organisasi kepemudaan dan mencatat ulang organisasi kepemudaan yang masih 
                                                          
4 8 H. Burhan Mone (60 tahun) Kepala Desa Belabori , Wawancara,  Kantor desa Belabori 
12 Desember 2018. 
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berdiri atau aktif agar nantinya mudah diawasi. 
Hal ini seperti yang diungkapkan Arif Sewang: 
“Kami selaku pemerintah desa jarang berkordinasi kepada pengurus 
organisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori sehingga kami 
kesusahan dalam mengawasi segala aktifitas organisasi yang ada. 
Insyallah kami akan berupaya mengumpulkan kembali data-data 
organisasi kepemudaan untuk mengetahui mana yang masih aktif dan 
sudah tidak aktif supaya nantinya gampang diawasi. Diawasi disini dalam 
artian pelaksanaan kegiatan tidak melenceng dari tujuan peningkatan 
prestasi pemuda4 9” 
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Saudara Hasan Basri: 
“Sejauh ini pemerintah desa jarang berkordinasi dengan kami dalam hal 
membicarakan perkembangan organisasi. Tentu sudah menjadi tanggung 
jawab pemerintah desa  untuk mengetahui perkembangan organisasi 
kepemudaan di Desa Belabori apakah sudah berjalan baik atau tidak. 
Jangan sampai ada organisasi kepemudaan yang berjalan tidak berada di 
jalur tujuannya5 0” 
Hal ini juga di utarakan oleh Jamaluddin : 
“Dalam hal pengawasan organisasi kepemudaan di Desa Belabori, 
pemerintah desa seharusnya mengambil tindakan yang efisien yakni rutin 
berkordinasi dengan pengurus organisasi- organisasi kepemudaan yang 
ada supaya pemerintah desa tahu apa yang harus dilakukan ketika ada 
organisasi-organisasi kepemudaan yang bermasalah, namun yang terjadi 
sekarang adalah pemerintah desa seolah-olah tidak ada niat untuk 
mengetahui masalah apa yang terjadi di organisasi kepemudaan di Desa 
Belabori sehingga kami juga tidak tahu harus mengeluh kemana ketika 
ada masalah yang tidak dapat kami pecahkan sendiri contohnya masalah 
keuangan serta masalah sarana dan prasarana5 1” 
 
Pengawasan organisasi kepemudaan merupakan tanggung jawab 
pemerintah Desa Belabori dalam hal ini Pemirintah Desa Belabori agar organisasi 
                                                          
4 9Arif Sewang (39 tahun) Ketua BPD desa Belabori ,Wawancara, Belabori 13 Desember 
2018. 
5 0Hasan Basri (21 tahun) Ketua Hipernas, Wawancara, Belabori 5 Desember 2018. 
5 1Muh. Ansar (28 tahun) Ketua HIPMA Gowa, Wawancar,  Belabori 3 Januari 2018. 
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tersebut tetap berjalan pada tujuan untuk peningkatan Kualitas generasi muda di 
Desa Belabori 
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Desa Belabori dalam 
pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Desa Belabori 
Dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan oleh pemerintah Desa 
Belabori dalam hal tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang 
bersifat mendukung maupun menghambat proses dalam pemberdayaan organisasi 
kepemudaan di Desa Belabori sebagai . Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa Belabori sebagaiberikut: 
1. Faktor Pendukung yang mempengaruhi Pemerintah Desa Belabori dalam 
pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Desa Belabori 
Sebagai lembaga pemerintahan yang menangani masalah kepemudaan dalam hal 
ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gowa tentu memiliki 
rasa kebanggaan tersendiri apabila melihat pemuda-pemuda yang ada di 
Kabupaten Gowa menghasilkan kinerja yang bagus dari pemuda. 
a. Tingginya minat pemuda Desa Bela Bori untuk berorganisasi 
Pemerintah Desa Belabori sebagai representasi pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa memegang tanggung jawab moril untuk mengembangkan dan 
membina seluruh organisasi  kepemudaan yang ada di Desa Belabor, Pemerintah 
Desa tentu memiliki rasa kebanggaan tersendiri apabila melihat pemuda-pemuda 
yang ada di Desa Belabori menghasilkan prestasi dalam berbagai bidang. Itu 
semua bisa terwujud berkat adanya minat yang tinggi pemuda dalam mengasah 
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keterampilan diri di lembaga atau organisasi serta peranan lembaga atau 
organisasi yang ada untuk mewadahi setiap aspirasi dan mengasah keterampilan 
pemuda yang ada. Tentu hal ini yang menjadi dasar pemerintah desa dalam hal ini 
terus berusaha dalam memberdayakan organisasi kepemudaan dengan harapan 
nantinya organisasi atau lembaga tersebut dapat menghasilkan generasi muda 
yang berprestasi dan dapat berguna bagi pembangunan daerah dan bangsa 
Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Jamaluddin beliau mengungkapkan 
bahwa: 
“Minat dan antusias pemuda di Desa Belabori dalam  berlembaga atau 
brorganisasi cukup tinggi, maka dari itu kami akan terus bekerja sama 
dan berusaha membantu apa yang menjadi kebutuhan lembaga atau 
organisasi kepemudaan yang ada supaya nantinya lembaga atau 
organisasi kepemudaan akan menghasilkan kader-kader dan pemuda 
yang berprestasi5 2” 
 
Dan juga wawancara dengan Bapak Arif Sewang: 
“Yang menjadi dasar dari perhatian kami terhadap organisasi 
kepemudaan di Desa Belabori tentu saja adalah minat dan kemauan yang 
tinggi dari pemuda di Desa Belabori untuk mengasah dirinya dalam 
berlembaga, dari hal ini kami pemerintah desa kedepannya akan 
berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan organisasi 
kepemudaan yang ada di Desa Belabori sehingga nantinya dapat 
menghasilkan pemuda yang berprestasi di berbagai sektor yang ada5 3” 
Saudara Hasan Basri : 
“Kami sebagai pemuda hanya memegang teguh semangat dalam 
brorganisasi karena ini lah yang kami butuhkan dalam mengembangkan 
diri. Jadi apabila didukung oleh pemerintah desa baik dalam hal moral 
maupun moril tentu saja kami akan bertambah semangat untuk terus 
                                                          
5 2Jamaluddin (54 tahun) Ketua LKMD Desa Belabori, Wawancara, Belabori  7 Desember 
2018. 
5 3Arif Sewang (39 tahun) Ketua BPD desa Belabori ,Wawancara, Belabori 13 Desember 
2018. 
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berkreasi dalam menjalankan program kerja kami5 4” 
Jadi salah satu faktor pendukung pemerintah Desa Belabori dalam 
pemberdayaan organisasi kepemudaan adalah tingginya minat pemuda di Desa 
Belabori dalam berlembaga atau berorganisasi sehingga menjadi faktor pendorong 
pemerintah dalam memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori. 
b. Dukungan Pemerintah Desa Belabori 
Pemerintah Desa Belabori memang masih memiliki kekurangan dalam hal 
pemberdayaan organisasi kepemudaan, namun pemerintah Desa Belabori 
memiliki semangat yang tinggi dalam berfikir dan bekerja untuk memecahkan 
masalah-masalah yang terjaditersebut 
Hal ini sesuai yang diungkapkan H.Burhan Mone beliau mengungkapkan bahwa: 
“Memang untuk sekarang kami belum mampu bekerja secara maksimal 
dalam memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori tentu masih banyak PR yang mesti dikerjakan oleh Pemerintah 
Desa dalam hal pemberdayaan organisasi kepemudaan.Walaupun begitu, 
kami memiliki semangat yang tinggi dalam berfikir dan bekerja untuk 
memecahkan masalah organisasi kepemudaan tersebut. Kami masih akan 
terus mengkaji apa yang menjadi jalan keluar untuk permasalah 
organisasi kepemudaan tersebut baik dalam hal pembinaan maupun 
pendanaan5 5” 
Hal ini juga sama yang diungkapkan Bapak H.Burhan Mone 
“Kami akui banyak kendala yang kami hadapi dalam pengembangan 
organisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori tapi kami modal kami 
adalah semangat. Dengan terus semangat dalam bekerja mudah-mudahan 
kedepannya kami akan menemukan solusi dalam pemberdayaan 
                                                          
5 4Hasan Basri (21 tahun) Ketua Hipernas, Wawancara, Belabori 5 Desember 2018. 
5 5 H. Burhan Mone (60 tahun) Kepala Desa Belabori , Wawancara,  Kantor desa Belabori 
12 Desember 2018. 
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organisasi kepemudaaan ini5 6” 
Dari pedoman dari uraian ini penulis bisa mengetahui bahwa salah satu 
faktor yang berpengaruh sebagai pendukung peranan Pemerintah Desa Belabori 
dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa Belaboori saat ini adalah 
semangat kerja oleh seluruh staf Desa dan kemauan dalam berfikir untuk 
memecahkan masalah organisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori 
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Desa Belabori 
dalam pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Desa Belabori 
Tidak di pungkiri suatu organisasi sangatlah membutuhkan anggaran 
ataupun biaya untuk menjalankan roda organisasi tersebut hal itupulah yang 
sangat dibutuhkan organisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori terbatasnya 
anggaran desa untuk organisasi kepemudaan  disana pastinya berdampak untuk 
kemajuan organisasi tersebut . 
Dana desa untuk organisasi kepemudaan saat ini hanya dapat diberikan 
kepada organisasi karang taruna yang ada di desa belabori selebihnya organisasi 
yang lain mendapatkan bantuan suaadaya dari masyarakat,alumni dan sedikit 
bantuan dari desa hal ini sejalan dengan wawancara Firman Dinata Kahar : 
‘’Kami juga tidak bias menuntuk banyak anggaran kepemudaan dari 
pemerintah Desa Belabori kami sadari terbatasnya anggarran desa untuk 
kepemudaan sangat menyulitkan perkembangan organisasi kami, saat ini 
saya masih berharap bantuan dari masyarakat dan alumni, mungkin 
kedepannya pemerintah desa dapat memberikan solusi terkait hal ini’’5 7. 
Hal ini juga disampaikan oleh Muh Ansar: 
                                                          
5 6 H. Burhan Mone (60 tahun) Kepala Desa Belabori , Wawancara,  Kantor desa Belabori 
12 Desember 2018. 
5 7Firman Dinata Kahar (28 tahun) Ketua KPA.Akar, Wawancara Belabori l4 Januari 
2018. 
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“Anggaran yang sangat baik pasti akan memberikan dampak yang baik 
terhadap kemajuan suatu organisasi, setiap program kerja yang kami 
jalankan pastinya harus membutuhkan suatu anggaran, tujuan kami juga 
membentuk organisasi kepemudaan untuk dapat memeberikan wadah 
terhadap pemuda desa belabori agar tidak terjerumus dalam pergaulan 
yang salah“5 8. 
Dan juga wawancara dengan Muh Syahrul Ramadhan: 
“Pemerintah Desa Belabori harus memikirkan solusi terhadap persoalan 
pendanaan untuk kepemudaan yang ada di Desa Belabori pemerintah 
harus membuat peraturan desa agar nantinya organisasi  yang ada di 
Desa Belabor tidak berhenti di tengah jalan“5 9 
Dari berbagai hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa  
masalah tersebesar dari perkembangan organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori adalah persoalan anggaran, dana yang sangat terbatas terkadang 
mengganggu jalannya roda organisas dalam membuat program kerja 
Pemerintah Desa Belabori sedang memikirkan suatu kebijakan yang 
nantinya dapat membantu keuangan organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori , karena organisasi tanpa bantuan keuangan tidak dapat berjalan secara 
maksimal hal ini dengan wawancara H.Burhan Mone: 
“Pemerintah Desa  Belabor sedang memikirkan solusi terhadap persoalan 
pendanaan yang ada di organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori, kami sudah mengajukan bantuan dana kepemerintah daerah 
Kabupaten Gowa, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari 
pemerintah Daerah, kami menyadari bahwa organisasi kepemudaan 
sangatlah membantu membina pemuda yang ada di Desa Belaboi“6 0. 
Hal ini juga di benarkan oleh  Bapak H.Burhan Mone: 
                                                          
5 8 Muh. Ansar (28 tahun) Ketua HIPMA Gowa, Wawancar,  Belabori 3 Januari 2018. 
5 9 Muh Syahrul Ramadhan (21 tahun) Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Wawancara, 
Belabori 5 Desember 2018. 
6 0 H. Burhan Mone (60 tahun) Kepala Desa Belabori , Wawancara,  Kantor desa Belabori 
12 Desember 2018. 
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“Kami sadari peranan organisasi kepemudaan yang ada di Desa Belabori 
sangatlah membantu membina pemuda yang ada di Desa Belabori kami 
tidak ingin organisasi yang ada di Desa Belabori berhenti ditengah jalan 
karena persoalan anggaran, kami sedang memikirkan solusi terhadap 
persoalan ini“6 1.  
Hal  ini juga di utarakan oleh bapak Arif Sewang: 
“Kami sedang mencari bantuan ke pemerintah Kabupaten Gowa agar 
nantinya dapat membantu keuangan organisasi kepemudan,kami tidak 
tinggal diam persoalan ini kami sedang memikirkan solusi terhadap 
persoalan ini“ 6 2.  
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa pemerintah 
Desa belabori tidak tinggal diam terhadap persoalan ini pemerintah Desa Belabori 
sedang memikirkan solusi yang tepat terhadap persoalan organisasi yang ada, 
pemerintah Desa Belabori menyadari bahwa organisasi kepemudaan sangatlah 
berarti untuk membina pemuda yang ada di Desa Belabori 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6 1H. Burhan Mone (60 tahun) Kepala Desa Belabori , Wawancara,  Kantor desa Belabori 
12 Desember 2018. 
6 2Arif Sewang (39 tahun) Ketua BPD desa Belabori ,Wawancara, Belabori 13 Desember 
2018. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
Peranan Pemerintah Desa Belabori pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa 
Belabori. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 
Peranan Pemerintah Desa Belabori dalam pemberdayaan organisasi 
kepemudaaan. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa 
kesimpulan dan Implikasi yang berhubungan dengan hasil penelitian 
A. Kesimpulan 
Untuk lebih jelasnya peran Pemerintah Desa Belabori dalam 
pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa Belabori dapat dilihat dari 
beberapa dimensi yaitu dalam: 
1. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan 
sesuai data yang diperoleh dilapangan, Penulis dapat melihat bahwa 1) 
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Belabori terhadap 
organisasi kepemudaan di Desa Belabori dirasa masih kurang 
berkesinambungan jika dilihat dari program apa yang telah dirancang oleh 
pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini tidak merancang program 
untuk pembinaan organisasi kepemudaan secara khusus atau program yang 
ditujukan khusus untuk kebutuhan peningkatan kualitas organisasi 
kepemudaan yang ada serta tidak adanya peraturan yang secara khusus 
dibuat untuk membahas tentang organisasi kepemudaan di Desa Belabori 
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sehingga hal ini dapat dianggap sebagai lambatnya tindakan pemerintah 
desa dalam hal menangani masalah organisasi kepemudaan. 2) Pendanaan 
Sesuai pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam hal pengawasan organisasi 
kepemudaan di Desa Belabori tidak beda jauh dari masalah pembinaan organisasi 
kepemudaan di Desa Belabori. Tidak adanya program kerja khusus yang 
dirancang pemerintah desa untuk organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori sehingga dalam anggaran Desa tentu tidak ada juga anggaran khusus 
untuk itu. Selama  ini organisasi kepemudaan mendapat dana untuk 
melaksanakan program kerja  mereka memalui sumbangsi dari Alumni atau 
senior terdahulu  mereka serta melalui pengalangan dana sesama anggota. Dana 
yang bisa dinikmati oleh organisasi kepemudaan dari pemda hanya berupa dana 
hibah yang jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dari apa yang menjadi 
kebutuhan organisasi kepemudaan dirasa sangat kurang. 3) Pengawasan Dalam 
hal pendanaan organisasi kepemudaan atau komunitas- komunitas kepemudaan di 
Desa Belabori, pemerintah daerah dalam hal ini belum dapat berjalan secara baik, 
dikarenakan pemerintah daerah belum berkordinasi secara maksimal kepada 
pengurus organisasi-organisasi kepemudaan yang ada serta masih ada organisasi 
kepemudaan yang berdiri di Desa Belabori tapi belum tercatat . Pemerintah desa 
masih berupaya mengumpul kan seluruh data-data terkait organisasi kepemudaan 
dan mencatat ulang organisasi kepemudaan yang masih berdiri atau aktif agar 
nantinya mudah diawasi. 
2. Faktor Pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam pemerdayaan 
Organisasi kepemudaan di Desa Belabori, dalam hal ini Sebagai lembaga 
pemerintahan yang menangani masalah kepemudaan dalam hal ini dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gowa tentu memiliki rasa 
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kebanggan tersendiri apabila melihat pemuda- pemuda yang ada di 
Kabupaten Gowa menghasilakan kinerja yang bagus dalam membangun 
Desa. 1) Tingginya Minat Pemuda Desa Belabori Untuk Berorganiasi 
Minat yang tinggi pemuda dalam mengasah keterampilan diri di lembaga 
atau organisasi serta peranan lembaga atau organisasi yang ada untuk 
mewadahi setiap aspirasi dan mengasah keterampilan pemuda yang ada. 
Hal ini yang kemudian menjadi dasar pemerintah desa dalam hal ini 
Kepala Desa untuk terus berusaha dalam memberdayakan organisasi 
kepemudaan dengan harapan nantinya organisasi atau lembaga tersebut 
dapat menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan dapat berguna 
bagi pembangunan daerah dan bangsa. 2) Dukungan Pemerintah Desa 
adalah senjata yang dimiliki Pemerintah Desa Belabori dalam memecahkan setiap 
masalah utamanya dibidang kepemudaan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor 
pendukung Pemerintah Desa untuk lebih memperhatikan masalah organisasi 
kepemudaan. 3) Tidak dipungkiri suatu organisasi sangatlah membutuhkan 
anggaran ataupun biaya untuk menjalankan roda Organisasi tersebut hal 
itupula yang sangat dibutuhkan Organisasi kepemudaan yang ada di Desa 
Belabori terbatasnya anggaran Desa untuk Organisasi kepemudaan disana 
pastinya berdampak untuk kemajuan Organisasi tersebut, dan pemerintah 
saat ini di Desa Belabori berusaha keras untuk mencari jalan keluar yang 
terbaik untuk persoalan kepemudaan. 
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B. Implikasi 
Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap peran pemerintah desa 
dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Desa Belabori, maka disarankan 
kepada pihak pemerintah Desa Belabori: 
1. Diharapkan pemerintah Desa Belabori agar membuat peraturan desa 
khusus tentang organisasi kepemudaan di Desa Belabori sehingga ada 
bentuk tanggung jawab pemerintah desa untuk lebih memperhatikan 
organisasikepemudaan. 
2. Mendorong lebih aktifnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi di Desa 
Belabori. 
3. Mendorong atau mensuport semua organisasi-organisasi kepemudaan 
yang ada untuk lebih aktif dalam menjalankan program-program kerja 
yang sifatnya membangun generasi muda. 
4. Meningkatkan pembinaan serta kordinasi terhadap organisasi kepemudaan 
yang ada sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam menghasilkan 
kualitas pemuda yangberprestasi. 
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